
BUPATI GIANYAR 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI GIANYAR 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG HARGA SATU AN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR 

BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis 

Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 

perke mbangan hukum saat ini sehingga perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Harga Satuan 

Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bal i , Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gianyar Nomor 4); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 HARGA 

SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR 

BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 

Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan 

Analisis Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 

2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut: 

1) Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. menentukan kewajaran belanja untuk 

melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

b. menentukan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui 

analisis yang di standarkan untuk setiap jenis 

komponen kegiatan dengan menggunakan standar 

barang, harga satuan, dan upah/honorarium 

sebagai elemen penyusunnya; 

c. menentukan standar biaya yang berfungsi sebagai 

pedoman dalam penyusunan anggaran yang dalam 

pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di 

lapangan; 

d. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang 

jelas yang menyebebabkan tidak maksimalnya 



pemanfaatan, tidak ada peningkatan atau 

rendahnya anggaran; 

e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pengelolaan keuangan Daerah; dan 

f. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur 

kinerja yang jelas. 

2) Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat 

(3) dan ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

(1) HSPK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 

dipergunakan untuk menentukan besaran biaya 

setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-

SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(2) ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 

dipergunakan untuk menganalisis kewajaran beban 

kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dengan memperhatikan perkembangan harga dan 

perkembangan perekonomian berdasarkan analisa. 

(4) Hasil peninjauan HSPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pasal I I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar. 

Ditetapkan di Gianyar 

I MADE G E D E WISNU WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 4 


